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Menjelang pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif di tingkat DPRD Kab/Kota, 

DPRD Provinsi, dan DPRD Pusat, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, suhu politik di tanah 

air semaking panas. Bara api dari panasnya suhu politik telah disulut oleh beberapa hal. Pertama, 

banyaknya anggota legislatif dari berbagai partai terlibat dalam tindak pidana korupsi. Keterlibatan 

mereka tidak hanya berimbas pada persoalan hukum semata, akan tetapi telah merambah lebih luas 

ke ranah politik, bahkan menjadi komoditas politik. Ada upaya tersangkutnya anggota legislatif 

sekaligus anggota partai politik ini sebagai bagian dari penggembosan partai yang berakibat lebih 

jauh adalah penurunan elektabilitas partai maupun tokoh dari partai politik tersebut. 

Kedua, ada upaya untuk menggali dana bagi kepentingan partai yang bersiap menghadapi 

pemilu dengan memberdayakan anggota partai yang duduk pada jabatan-jabatan eksekutif. 

Kecenderungan ini terungkap dari membengkaknya APBN untuk kegiatan sosial maupun skenario 

tender pengadaan barang dengan memenangkan pihak yang dapat memberi fee lebih banyak, 

terutama kepada partai. Ini terungkap dari perihal pertama di atas, yang nyata-nyata melibatkan 

anggota legislatif, pejabat eksekutif, maupun perantara dan penyuapnya. Dengan kata lain 

penggalian atau pengumpulan dana oleh partai politik untuk kegiatan politiknya, tak dilakukan 

secara elegan. 

Ketiga, media tidak lagi independen sebagaimana tuntutan mereka tentang kebebasan pers. 

Penafsiran lebih luas tentang kebebasan pers juga bisa berarti kebebasan untuk berpihak pada 

partai atau tokoh partai politik tertentu, sehingga siapa penguasa media, maka dialah yang akan 

sering muncul untuk mengiklankan dirinya pada media tersebut. Media yang seharusnya menjadi 

sarana untuk pendidikan politik, malah menjadi bara yang menyulut emosi dan sentiment politik. 

Berkebalikan dengan kenyataan di atas, rakyat tampak adem ayem saja. Daftar calon 

anggota legislatif yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat maupun daerah 

ditanggapi dengan dingin. Justru lembaga survey, pengamat politik dan LSM yang rajin berkomentar 

di televisi. Hal ini menunjukkan pada dua hal. Pertama, masyarakat sudah tidak lagi peduli dengan 

proses demokrasi yang nyatanya menghabiskan banyak biaya dengan meninggalkan bara dalam 

masyarakat. Hal ini terbukti dengan berbagai peristiwa konflik dan kekerasan usai pilkada maupun 

yang dibawa ke arena hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Kedua, masyarakat juga sudah bosan 

dengan janji-janji politisi yang pada akhirnya menjadikan rakyat sebagai tumbal politik. Ibarat 

pepatah, habis manis sepah dibuang atau kau yang berjanji kau yang mengingkari, seperti syair lagu 

dangdut dari Rhoma Irama. 

Pemilu yang damai dambaan setiap orang maupun negara. Beberapa pemilu atau pilkada 

yang membawa korban ataupun membawa permasalahan ke ranah hukum, tentu bukan contoh yang 

baik. Ini bukan berarti membawa ke ranah hukum atas permasalahan yang timbul dalam pilkada 

tidak baik, akan tetapi banyak calon yang kalah terkadang terlalu mencari-cari masalah dengan 

mengajukan gugatan ke MK. Tampaknya jiwa untuk menerima kekalahan belum bertumbuh pada 

diri calon kepala daerah/anggota legislatif, ini terjadi karena banyak di antara calon kepala 

daerah/anggota legislatif terlalu tergila-gila dengan jabatan, sehingga takut untuk kalah. Hal ini 

seharusnya tidak berimbas ke calon anggota legislatif mendatang. 
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